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ABSTRAK. RSUD Limpung merupakan rumah sakit tipe D yang melayani pelepasan informasi medis pasien
untuk berbagai keperluan. Dengan era transisi menuju rekam medis elektronik perlu adanya pengelolaan
pelepasan informasi medis guna menjamin kerahasiaan data pasien. Tujuan sosialisasi ini adalah meningkatkan
pemahaman staf mengenai pengelolaan pelepasan informasi medis untuk perlindungan data informasi kesehatan.
Metode melalui penyampaian materi dan focus group discussion pada tanggal 7 februari 2025 kepada staf RSUD
Limpung yang berjumlah 15 petugas. Evaluasi keberhasilan program melalui testimoni staf RSUD Limpung.
Hasil pengabdian masyarakat didapatkan bahwa staf RSUD Limpung menyambut baik dan antusias dalam
mengikuti sesi penyampaian materi maupun sesi tanya jawab. Tim pengabdian dapat memberikan jawaban atas
pertanyaan tentang hambatan dalam pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga selain pasien. Diakhir sesi
diskusi kepala bidang pelayanan medis memberikan testimoni apresiasi kepada Tim Udinus atas kegiatan
pengabdian yang dilakukan memberikan dampak positif bagi tenaga kesehatan, khususnya dalam pengelolaan
rekam medis di RSUD Limpung. Implementasi rekam medis elektronik dalam mendukung pelepasan informasi
masih mengalami hambatan antara lain: keterbatasan akses internet yang stabil, keterbatasan Pelatihan.
Disarankan adanya pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan staf disegarkan mengenai ketentuan-
ketentuan dalam pelepasan informasi medis serta membantu staf dalam menghadapi dilema etik yang mungkin
terjadi dalam pelepasan informasi medis.

Kata kunci: Pelepasan informasi medis; Perlindungan informasi kesehatan; Kerahasiaan data

ABSTRACT. RSUD Limpung is a Type D hospital that facilitates the release of patients' medical information for
various purposes. In the transitional era toward electronic medical records, effective management of medical
information release is essential to ensure patient data confidentiality. The purpose of this outreach activity was to
enhance staff understanding regarding the management of medical information release to protect health
information data. The method involved delivering materials and conducting a focus group discussion on February
7, 2025, with 15 staff members of RSUD Limpung. Program success was evaluated through testimonials from the
hospital staff. The results showed that RSUD Limpung staff responded positively and enthusiastically during both
the material presentation and the Q&A sessions. The outreach team was able to address questions regarding
challenges in releasing medical information to third parties other than the patient. At the end of the discussion,
the Head of Medical Services expressed appreciation to the Udinus Team, noting the positive impact of the activity
on healthcare workers, particularly in the management of medical records at RSUD Limpung. The implementation
of electronic medical records to support information release still faces challenges, including limited stable internet
access and insufficient training. It is recommended that ongoing training be provided to ensure staff remain
updated on regulations related to medical information release and are better equipped to handle potential ethical
dilemmas.

Keywords: Medical information release; Protection of health information; Data confidentiality.

PENDAHULUAN Pasal 3, PMK 24 Tahun 2022 tentang Rekam
Medis.

RSUD Limpung di Kabupaten Batang Implementasi RME diharapkan dapat
sedang mengalami transisi penting dalam menunjang keselamatan pasien, memastikan
sistem  dokumentasi medisnya, dengan keberlanjutan  perawatan, mempermudah
penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) proses perencanaan layanan, meningkatkan
sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas efisiensi dalam pemberian pelayanan, serta

pelayanan kesehatan serta menjalankan amanat memperkuat kolaborasi antar tenaga kesehatan,
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akses cepat, mudah tanpa terbatas jarak waktu
(Rika Andriani et al., 2022)(Meilia et al., 2019).
Serta dapat memastikan keamanan dan
kerahasiaan data medis pasien dalam proses
pelepasan informasi medis pasien kepada
pihak-pihak yang berwenang. Mengingat data
rekam medis dapat berguna untuk berbagi
keperluan, vyaitu data statistik, kegiatan
pendidikan dan riset, perawatan pasien, serta
sebagai alat bukti dalam persoalan hukum,
disiplin, dan etika(Konsil  Kedokteran
Indonesia, 2006)

Undang-undang No.17 Tahun 2023
tentang kesehatan menyebutkan bahwa rumah
sakit memiliki kewajiban untuk menyimpan
data kesehatan pribadi pasien, sedangkan
pasien memiliki hak atas data rekam
medisnya.(Republik Indonesia, 2023) tidak
terbatas pada pasien itu sendiri, tetapi juga pada
orang-orang yang diberikan wewenang oleh
pasien atau secara undang-undang yang
beralaku, untuk itu rumah sakit dan tenaga
kesehatan wajib menjaga kerahasian informasi
medis pasien dengan tetap memperhatikan hak
pasien atas informasi medisnya. Pasal 47 ayat 2
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
praktik kedokteran berbunyi “rekam medis
harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh
dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana
pelayanan kesehatan (Undang-Undang
Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran, 2004).

RSUD Limpung menghadapi beberapa
tantangan dalam pelaksanaan pelepasan
informasi medis, mencakup kesiapan prosedur
baku yang ditetapkan oleh rumah sakit,
pemahaman tenaga kesehatan mengenai tata
laksana pelepasan informasi medis, serta
dukungan teknis untuk sistem yang diterapkan.
Sebagai rumah sakit dengan peran penting
dalam pelayanan kesehatan masyarakat, RSUD
Limpung harus memastikan bahwa pelepasan
informasi  medis harus sesuai prosedur
administratif ~ yang  ditetapkan  sesuai
perundangan, dengan tetap menjaga privasi dan
kerahasiaan data pasien.

Beberapa pedoman prakis bagi fasyankes
dalam memfasilitasi pelepasan informasi medis
antara lain (1) Pihak lain bila ingin
mendapatkan informasi medis pasien wajib
mendapatkan persetujuan dari pasien, termasuk
pemberi kerja atau pembayar biaya pasien.
Permintaan informasi harus diajukan secara
tertulis dan dilengkapi dengan  bukti
persetujuan dari pasien. (2) Persetujuan dari
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pasien harus memuat dengan jelas jenis
informasi  medis yang diizinkan untuk
dibagikan, kepada siapa informasi tersebut
diberikan, jangka waktu berlakunya izin, serta
tanggal persetujuan ditandatangani (Budi
Sampurna et al., 2010).

Tujuan sosialisasi ini adalah
meningkatkan pemahaman staf terhadap
landasan hukum pelepasan informasi medis
pasien, meningkatkan komunikasi efektif
antara staf dengan pasien dan keluarganya,
serta mengurangi kesalahan dalam pelayananan
pelepasan informasi medis. Tentunya hal ini
juga bertujuan meningkatkan produktivitas
kerja para staf.

METODE

Pengabdian masyarakat dilakukan oleh tim
dosen Udinus dengan mitra RSUD Limpung.
Kegiatan dilakukan dengan cara sosialisasi
tentang tatalaksana pelepasan informasi medis
dalam menjaga perlindungan informasi
kesehatan  pasien.  Kegiatan  sosialisasi
dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2025
dengan konsep ceramah dan diskusi Focus
Group Discussion kepada staf RSUD Limpung
yang berjumlah 15 pegawai yang terdiri bagian
IT dan perekam medis. Secara komprehensif
Kegiatan pengabdian masyarakat dimulai dari:
1. Persiapan kegiatan: meliputi a) pengurusan

perizinan; b) koordinasi dengan bagian
diklat; c) persiapan tempat dan keperluan
pengabdian kepada masyarakat.
. Pembuatan materi
. Penyampaian materi oleh Tim
. Diskusi dengan Focus Group Discussion
. Monitoring dan evaluasi program.
Monitoring program pengabdian masyarakat
dilakukan melalui antusiasme peserta dalam
mengikuti acara mulai awal sampai akhir
kegiatan serta evaluasi diakhir pelaksanaan
dengan testimoni dari Mitra RSUD Limpung.

abrwiN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan  pengabdian  masyarakat
dilaksanakan di RSUD Limpung disambut baik
dan antusias oleh pihak RSUD Limpung.
Kegiatan dihadiri oleh Perwakilan pimpinaan
RSUD Limpung dan kepala rekam medis dan
staf RSUD Limpung.

Dalam  sesi  diskusi  pelaksanaan
pengabdian, staf antusias  mengajukan
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pertanyaan mengenai “apakah keluarga pasien
boleh meminta informasi medis pasien?”
Dalam kesempatan ini tim pengabdian
masyarakat menjelaskan bahwa, berdasarkan
PMK 24 Tahun 2022 tentang rekam medis
pasal 26 yaitu selain diberikan kepada pasien
(berkompeten) informasi dalam rekam medis
juga dapat disampaikan kepada anggota
keluarga terdekat atau pihak lain yang
berwenang. Penyerahan rekam medis kepada
keluarga terdekat dapat dilakukan jika
(a)Pasien belum berusia 18 tahun, (b) Pasien
berada dalam kondisi gawat darurat(Republik
Indonesia, 2022).

Jika merujuk pada UU perlindungan
anaka, usia 18 keatas sudah dikategorikan
dewasa tidak lagi anak-anak, tetapi jika
merujuk pada Pasal 330, KUHPerdata usia
yang dianggap sebagai orang dewasa adalah
berusia 21 tahun atau lebih atau telah
menikah(Undang-Undang (UU) Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
2002)(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
1847). Untuk itu rumah sakit perlu menetapkan
kebijakan batas usia yang djadikan regulasi
dalam usia yang berhak meminta informasi
medis pasien.

Lebih lanjut tim menjelaskan bahwa”
tentunya ketika pasien dirawat inap
kepentingan pasien diwakili oleh keluarga
terdekat (suami/ istri, orang tua, anak kandung,
saudara kandung) sehingga mereka boleh
meminta informasi medis. Nama pihak yang
boleh tersebut biasanya tercantum dalam
formulir general consent. Sehingga dokter atau
tenaga kesehatan hanya memberikan data
medis pasien kepada nama yang termuat dalam
general consent tersebut. Berbeda jika pasien
sudah pulang. Sebaiknya dalam pelepasan
informasi medis dilakukan dengan prinsip
kehati-hatian. Nama yang tertulis dalam
general consent belum tentu sama diijinkan
oleh pasien, misal karena masalah suatu hal.
Untuk itu prinsip kehati-hatian perlu
diupayakan mengingat data informasi medis
adalah milik pasien bukan milik keluarga.
Sehingga pembukaan informasi medis medis
harus mendapatkan ijin dari pasien atau orang
tua jika pasien masih anak-anak .

Mengingat berdasarkan Pasal 177 UU
17/2023 tentang Kesehatan Setiap Fasilitas
Pelayanan Kesehatan harus menyimpan rahasia
Kesehatan pribadi Pasien(Republik Indonesia,
2023). Pasal 4 ayat (1) PMK 36 tahun 2012
"Setiap individu yang terlibat dalam pelayanan
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medis maupun yang memanfaatkan data serta

informasi pasien, diwajibkan untuk menjaga

kerahasiaan terkait kondisi medis

pasien(Peraturan Menteri Kesehatan, 2012).
Dalam pelaksaaan dari diskusi sosialisasi

ini dapat diketahui telah memberikan dampak
positif bagi RSUD Limpung yaitu dengan
Peningkatan pemahaman dalam memahami
landasan Hukum Pelepasan Informasi Medis
Pasien mengenai ketentuan-ketentuan Nakes
yang mewajibkan menjaga rahasia medis,
lingkup data yang harus dirahasiakan dalam
rahasia kedokteran, jenis pembukaan yang
membutuhkan persetujun pasien dan yang tidak
perlu persetujuan pasien, pihak yang boleh
meminta, usia pihak yang boleh meminta serta
pedoman praktis dalam pelepasan informasi
medis di sarana pelayanan kesehatan. Staf
mendapatkan landasan dalam pengambilan
keputusan terkait pembukaan informasi medis
yang sesuai ketentuan yang berlaku dengan
tetap menghormati hak pasien dan melindungi
rumah sakit dari pembukaan yang berpotensi
menimbulkan masalah hukum.

Hasil evaluasi diperoleh testimoni di akhir
sesi diskusi dari kepala bidang pelayanan medis
yaitu “Menyampaikan penghargaan kepada
dosen dan mahasiswa Udinus, karena
menurutnya kegiatan pengabdian yang
dilakukan memberikan dampak positif bagi
tenaga  kesehatan, khususnya  dalam
pengelolaan rekam medis di rumah sakit.”

Namun untuk penggunaan teknologi
informasi  dalam  mendukung pelepasan
informasi RSUD Limpung terdapat sejumlah
tantangan yang perlu diatasi yaitu:

e  Keterbatasan Infrastruktur Teknologi
Salah satu permasalahan utama yang
dihadapi olehn RSUD Limpung dalam
implementasi release data medis adalah
keterbatasan infrastruktur  teknologi.
Rumah sakit ini masih menghadapi
tantangan dalam menyediakan akses
internet yang stabil dan perangkat keras
yang memadai untuk  mendukung
penggunaan sistem rekam medis secara
optimal dan terintegrasi. Keterbatasan ini
menghambat kinerja rekam medis dan
menurunkan  efisiensi  sistem secara
keseluruhan. Hal tersebut sesuai dengan
penelitian yang dilakukan di unit rekam
medis RSUD Kabupaten Buton, yang
menyatakan Ketersediaan fasilitas dalam
mendukung penerapan Sistem Informasi
Manajemen Rekam Medis seperti jumlah



komputer yang terbatas, kinerja perangkat
yang kurang optimal, serta gangguan
jaringan yang terjadi sesekali, berpotensi
menimbulkan kendala dalam proses
pelayanan kepada pasien(Indriati Pratiwi

et al., 2024).

Pelatihan dan Peningkatan
Keterampilan Sumber Daya Manusia
(SDM)

Penerapan tatalaksana pelepasan informasi
di RSUD Limpung menunjukkan bahwa
pelatihan yang tidak memadai masih
menjadi kendala dalam proses pelepasan
informasi. Meskipun sebagian besar
tenaga kesehatan telah dilatih mengenai
dasar pelepasan informasi medis pasien,
pelatihan yang diberikan masih kurang
intensif dan belum merata di seluruh
tingkat tenaga medis. Pelatihan yang lebih
mendalam dan berkelanjutan diperlukan
untuk memastikan bahwa semua pegawai,
terutama yang terlibat langsung dalam
pelepasan data rekam medis, dan
pemahaman landasan hukum yang
mengatur pelepasan informasi medis,
tatacara pembukaan informasi medis,
pihak yang boleh meminta dalam
pelepasan informasi dengan baik. Hal
serupa juga diketahui dari penelitian yang
dilakukan di RSUD X menyatakan bahwa
selama bekerja di RSUD X, informan
belum pernah menerima sosialisasi dari
pihak manajemen terkait pelepasan
informasi medis(Savitri, 2023).
Ketidakadanya pelatihan kepada SDM
dapat berdampak pada tidak optimalnya
penyelenggaraan rekam medis
elektronik(Wahyuntara et al., 2024).
Mengingat pentingnya pelatihan bagi staf,
karena hasil penelitian menunjuukan hasil
pelatihan dapat meningkatkan
pengetahuan pegawai meningkat(Arifin et
al., 2023; Khasanah et al., 2024) .
Penetapan Standar Operasional
Pelepasan Informasi Medis

Prosedur operasional standar merupakan
serangkaian langkah yang telah ditetapkan
untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin
tertentu, guna memastikan pelaksanaan
pekerjaan yang efisien, efektif, konsisten,
dan aman (Komisi Akreditasi Rumah
Sakit, 2012). Sebagian pegawai di RSUD
Limpung vyang terbiasa  dengan
mengerjakan tugas sesuai dengan rutinitas
tanpa adanya Standar operasional prosedur
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yang  baku, sehingga  berpotensi
melakukan kesalahan prosedur atau tidak
adanya perlindungan hukum dalam
menjalankan tugas dan profesinya.
Keamanan dan Kerahasiaan Data
Keamanan dan kerahasiaan data pasien
merupakan aspek yang sangat krusial
dalam pelepasan informasi medis pasien.
Rekam Medis Elektronik menawarkan
sistem yang lebih aman dibandingkan
dengan pencatatan manual, namun
tantangan terbesar tetap pada perlindungan
data medis pasien dari potensi kebocoran
atau penyalahgunaan. Rumah sakit harus
memastikan bahwa hak akses ke data
medis dibatasi hanya untuk pihak yang
berwenang dan bahwa data yang disimpan
aman dari ancaman pihak yang tidak
bertanggung  jawab. Hak  akses
berdasarkan PMK No 24 Tahun 2022
Tentag Rekam Medis, Pasal 30 Ayat (3)
mencakup hak akses untuk menginput,
memperbaiki data  dan melihat
data(Republik Indonesia, 2022).
pemberian hak akses harus dilakukan
dengan ketat sesuai dengan
kewenangannya, sistem dapat dilengkapi
fitur audit trail untuk mendeteksi
pelanggaran terhadap keamanan
informasi.
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Gambar 1. Dokumentasi pemaparan dan
diskusi pelaksanaan pengabdian masyarakat di
RSUD Limpung

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa program
pengabdian kepada masyarakat ini mendapat
tanggapan positif dari RSUD Limpung, yang
tercermin dari tingginya partisipasi peserta dan
kehadiran langsung Kepala bidang pelayanan
medis rumah sakit dalam pelaksanaannya.
Antusiasme peserta juga terlihat jelas pada sesi
diskusi, di mana peserta aktif menggali
pengetahuan dan pemahaman mengenai
permasalahan yang dihadapi dalam
pengelolaan pelepasan informasi rekam medis.
Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini
terbukti relevan dan mampu menjawab
kebutuhan mitra, khususnya dalam hal update
regulasi pelepasan informasi medis, pedoman-
pedoman praktis dalam pelepasan informasi
medis sehingga dapat menjadi acuan dalam
penyusunan kebijakan rumah sakit serta
pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada
pihak-pihak yang berhak. Disarankan perlunya
kegiatan pelatihan secara berkala bagi staf
dalam meningkatkan pemahaman tatalaksana
pelepasan informasi medis serta membantu
dalam menghadapi dilema etik yang mungkin
terjadi dalam pelepasan informasi medis.
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mutu fasilitas pelayanan kesehatan melalui
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